KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 76 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Sementara Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dialokasikan sebagai berikut:

a. pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor

paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi
hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk
mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian
Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat
yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak
Rokok agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2# Januari 2021
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. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.

. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.

. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

se-Sumatera Selatan di tempat.



